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MOTTO

Barany siapa memusuhi para waliKu maka ARy menyatakgn perang Repadanya.
Tidaklah hambaXu mendeRatiKu dengan sesuatu yang lebih ARu cintai dari pada apa
yanyg telah ARy wajibkan.......

HambaKu tidak akan henti-hentinya mendekati ARy dengan ibadah sunnah
sehingga ARy mencintainya, makga Retika ARy mencintainya ARy menjadi
Pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglifatan yang ia
gunaRan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat dan
menjadi Rakinya yang ia gunaRan untuk berjalan. Seandainya dia memohon
perlindunganKy pasti ARy melindunginya.

(HR, Bukhori)
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RINGKASAN

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, agaiaydengan wanita ini

memang menjadi kehendak Allah SWT, yang telah npégkan manusia dengan
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perasaan saling membutuhkan antara salah saturdgagg lain. Perasaan saling
membutuhkan tersebut merupakan salah satu tandaas@&nNya di dalam

pengaturan alam semesta ini. Diciptakan manusiaradierpasang-pasangan ini,
supaya mereka cenderung merasa tentram dan nyamarsaling mengasihi dan
menyayangi agar terciptanya suatu kebahagiaann&gika ada surga dunia,

maka surga itu adalah pernikahan yang bahagia.

Nikah adalah salah satu upaya untuk menyalurkamrinsgksual suami istri
dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untughagkan keturunan yang
dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusiaslibaimi. Keberadaan nikah
itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama diagasi dan merupakan fitrah
manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hambar8aatu perkawinan
dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarakap@man yang telah
ditentukan menurut Agama Islam dan Undang-Undangi@tol Tahun 1974,
suatu perkawinan harus memenuhi hukum Agama daeré@pman masing-
masing serta juga harus didaftarkan pada PegawabaRe Perkawinan.

Rumusan masalah yang terdiri dari dua permasalghag penulis angkat
yaitu bagaimana status hukum perkawinan yang akiemhmya tidak dihadiri
salah satu pihak dan bagaimana akibat hukum kétathtan salah satu pihak
baik menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undsdogior 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Tujuan khusus penyusunan skripsi ini adalah Untekgetahui status hukum
perkawinan yang akad nikahnya tidak di hadiri saatu pihak menurut Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tent@erkawinan serta
Untuk mengetahui akibat hukum ketidakhadiran sakth pihak menurut Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan skiip adalah bersifat
yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkibahas dan diuraikan
dalam penulisan ini dengan menerapkan kaidah-kaatkain norma-norma dalam
hukum positif, dengan bahan hukum primer dan bahakum sekunder,
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penuligapsisini adalah

menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Uidlzohng (statute
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approach)dan Pendekatan Perbandingaomparative approach)nalisa bahan
hukumnya dengan menggunakan metode deduktif.

Pada Penulisan skripsi ini penulis mencoba untuknbadas tentang Perkawinan
Tanpa Dihadiri Salah Satu Pihak Menurut Hukum Isldam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Ketidakhadiran salah p#tak calon mempelai
tetap dilakukan ljab Qabul melalui seseorang wdkihgan pengangkatan yang
dilakukan melalui surat kuasa baik secara otenéikipan di bawah tangan dengan
persetujuan Pejabat yang berwenang, menurut Fgiml perkawinan melalui
wakil adalah sah selama memenuhi rukun dan syaedtawinan. Bahwa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semapawinan yang
dilakukan harus berdasarkan agama dan kepercayaamgymasing dan tiap
perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturang yherlaku, Dalam
perkawinan dapat dikatakan dengan sah apabila pegtawinan telah memenuhi
rukun dan syarat baik menurut Hukum Islam maupudddg-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka memiliki akibbakum yang dapat

dirumuskan sebagai berikut :

=

Menjadi halal melakukan hubungan seksual.
2. Mas Kawin yang diberikan menjadi milik sang isteri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri
4.  Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadalyang sah.
5. Timbul Kewajiban suami untuk membiayai dan mendialilak dan
isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama
6. Berhak saling waris mewarisi antara suami isteri daak dengan
orang tua.
7.  Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan séamen
Bapak berhak menjadi wali Nikah bagi anak Perempyan
Bila diantara suami atau isteri meninggahlsaatunya, maka yang
lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap daakhartanya.
Hendaklah kita sebagai masyarakat dapat mengemtinaamahami tentang
kriteria suatu perkawinan yang dapat dinyatakanbsak menurut Hukum Islam
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dapagere dan memahami

bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, akammingkan suatu

Xiil



dampak dalam perkembangan hukum, sehingga muncupgmnasalahan
perkawinan melalui wakil akibat dari pesatnya perkangan zaman dan tuntutan
kebutuhan hidup. Hendaklah para penegak hukum dagréaku adil didalam
melaksanakan Penegakan hukum terkait dengan perkavvielalui wakil.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, adaigy dan wanita ini
memang menjadi kehendak Allah SWT, yang telah npégcan manusia dengan
perasaan saling membutuhkan antara satu dengan lgamgperasaan saling
membutuhkan tersebut merupakan suatu tanda-tankaadeanNya didalam
pengaturan alam semesta ini dan hal ini sesuaiattefignan Allah SWT didalam
Surat AR Rum ayat 21, terjemahannya adalah sebagéut :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Diaciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supayarkacenderung

dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nyantdiraanu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yangiaentik

benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Adady) kaum

yang berpikir”.
Diciptakan manusia secara berpasang-pasangan [aiyaumereka cenderung
merasa tentram dan nyaman serta saling mengasihi nganyayangi agar
terciptanya suatu kebahagiaan, oleh karena iturldksnnya suatu norma yang
mengatur hubungan hukum antara manusia satu demganlain, hubungan itu
antara lain tentang perkawinan. Perkawinan tediiri Sunatullah yang sengaja
diciptakan oleh Allah SWT yang antara lain tujuaamnyntuk melanjutkan
keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.

Dalam Agama Islam istri dan anak merupakan amaaahAdah SWT dan
amanah itu harus dijalankan sesuai dengan petuAjlgh dan Rasul-Nya.
Perkawinan merupakan perilaku kehidupan manusiagseébmakhluk ciptaan
Tuhan YME, agar kehidupan di dunia ini terus berkang. Aturan tentang
perkawinan sudah ada sejak masyarakat didalamkgbidupan yang sederhana.
Aturan ini terus berkembang maju didalam masyaraka&ngikuti arus
perkembangan zaman.

Untuk mengatur masalah tentang tata tertib perkawimaka dibentuklah
oleh pemerintah yang berhubungan dengan perkawyadn Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomah@n 1975. Didalam
suatu perkawinan adanya perpaduan antara pria daitansebagai suami dan

istri yang terdapat ikatan lahir batin antara sdangan yang lainnya yang



memang telah menjadi kehendak Allah SWT untuk dapenciptakan suatu
perpaduan serta suatu ikatan lahir batin, makaosmsg harus memenuhi dan
tunduk pada hukum perkawinan. Didalam Hukum Islaark@winan dijadikan

sebagai sarana bagi suatu masyarakat untuk memémottitan hajat tabiat
kemanusiaan berhubungan antara pria dan wanitandedagka mewujudkan
suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cintkadémsayang.

Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyadskean mengikuti
ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalagariah dimana apabila akan
melangsungkan suatu perkawinan harus melalui pvossesuai dengan agama
dan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentarigwinan. Para ulama
menyatakan bahwa rukun nikah itu adalah kerelaéirkbalua belah pihak (laki-
laki dan perempuan) karena kerelaan adalah hal ggrsgmbunyi didalam hati,
oleh karena itu harus diungkapkan dengan melafld Qabul. ljab dan Qabul
adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedelah bpihak untuk
mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. ljab makam pernyataan pertama
yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengankleinginan secara pasti
mengikatkan diri, adapun Qabul adalah pernyatahakpiain yang menyatakan
dirinya menerima pernyataan ljab tersebut.

Dalam figih Munakahat dikenal juga istilah nikahngan mengirim utusan
untuk menyampaikan persetujuan salah satu pihaly yaraib, hukum yang
terkait dengan nikah melalui utusan ini menurut WathAz-Zuhaili (Ahli Figih
Kontemporer dari Suriah ) sama dengan hukum nikelalm wakil, dimana Ust.
H. Ahmad Sarwa(Lampiran 13)menyatakan bahwa dalam tindakan meminta
orang lain untuk menjadi wakil dan bertindak atasat perintah atau wewenang
tidak terbatas pada wali nikah saja, tetapi berldkiat mempelai laki-laki
(www.eramuslim.com.).

Dari uraian diatas maka penulis membahas lebilutamtuk mengangkat
tema skripsi dengan judtkKAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN
TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUK ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN”.



1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makagsiahan pokok dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum perkawinan yang akad nilatidgk di hadiri
salah satu pihak menurut Hukum Islam dan UndangabdgdNomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

2. Bagaimana akibat hukum ketidakhadiran salah s&@kpnenurut Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terfamgawinan ?

1.3Tujuan Penulisan
Tujuan merupakan suatu hasil yang dikehendaki dgbamulisan skripsi.
Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibedakan méingua, yaitu tujuan umum

dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang rakaupsalah
satu persyaratan dalam menyelesaikan studi lImu ubhlukdan
mencapai gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Hukumvelsitas
Jember;

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkanHirkum yang
diperoleh dari bangku kuliah dan sebagai sumber stkibosi
pemikiran yang kelak berguna bagi masyarakat pagumnya,

khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas demb

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui status hukum perkawinan yang akahnya tidak
di hadiri salah satu pihak menurut Hukum Islam daaang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Untuk mengetahui akibat hukum ketidakhadiran sadaku pihak
menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tdlex.



1.4 Metode Penulisan.

Penulisan suatu skripsi di dalamnya digunakan neettefitentu yang
sistematis dan terarah guna mendapatkan hasil pdwaeadan kesimpulan yang
mempunyai nilai validiti serta dapat dipertanggyenyabkan. Metode Penulisan
hukum adalah suatu cara yang digunakan dalam llokuid untuk menemukan
kebenaran hukum. Untuk itu metode yang digunakaunsh#pat, karena metode
penulisan merupakan faktor penting dalam penullsanya ilmiah atau skripsi
sehingga dapat mencapai tujuan dan untuk mengettyek yang dibahas.
Metode yang digunakan penulis dalam penyusunampsskmi, adalah sebagai
berikut :

1.4.1 Tipe Penulisan

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan skiip adalah bersifat
yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkhbahas dan diuraikan
dalam penulisan ini dengan menerapkan kaidah-kaatkain norma-norma dalam
hukum positif, artinya yaitu penulisan ini dikagtolasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan teygang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulis@gpsisini adalah
menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Uidlzohng (statute
approach)dan Pendekatan Perbandindeomparative approach).

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 19nt004 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan, peragoeamdang-undangan
adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lerabaggara atau pejabat yang
berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengeeiaebut dapat disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan statute adalah bergigéakd dan regulasi. Dengan
demikian, pendekatan perundang-undangan adalah ekatath yang
menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmudrzdka 2005:97).
Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan manekemua Undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengamuisim yang sedang
ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).



Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakdinperbandingan
hukum. Menurut Gutteridge, Perbandingan hukum ned@ap suatu metode studi
dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan am@maandingan hukum yang
bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalalukimiendapatkan informasi dan
perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasergmtu (Peter Mahmud
Marzuki, 2005:132). Kegunaan pendekatan ini adalatiuk memperoleh
persamaan dan perbedaan diantara Undang - Undesebue (Peter Mahmud
Marzuki, 2005:95).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan alat dari suatu penulisag ggrergunakan untuk
memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumben balkawm yang

dipergunakan dalam skripsi ini ada 2 macam yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangfaeesitoritif artinya
mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer rterdari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah ddmigian perundang-undangan
dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzukd52@1). Bahan-bahan
hukum primer yang digunakan dalam penulisan skrpssiadalah terdiri dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawit@am Kompilasi

Hukun Islam.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua pubtéasing hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikadang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnakuma, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan (Peter MahmuduWia2005:141).



1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dpkmalisan skripsi ini
adalah metode deduktif yaitu proses penarikan kadan yang dilakukan dari
pembahasan mengenai permasalahan yang mempungdi usifum menuju
permasalahan yang bersifat khusus.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukumgkukan dengan
langkah-langkah mengindetifikasi fakta hukum damgeéiminir hal-hal yang
tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hedgeecahkan pengumpulan
bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiprglgaansi melakukan
tela’ah atas isu hukum yang diajukan berdasarkdmarbbahan yan telah
disimpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk arguas dalam menjawab isu
hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan amgtasieyang telah dibangun
didalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171)



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1Perkawinan
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan yang terdapat di dalam setiap peratutan para pihak
mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Ada beb@egertian perkawinan
yang dapat diajukan sebagai bahan perbandingan :

a. Buku | Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal ZHigkan bahwa :
“Perkawinan dalam Hukum Islam adalah Pernikahgitu akad
yang sangat kuat atanitsagqaan gholiizhonntuk mentaati perintah
Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

b. Di dalam Hukum Islam ditegaskan bahwa akadaddglerikatan
atau perjanjian antara wali wanita calon istri dangeseorang pria
sebagai calon suaminya dimana akad nikah itu liaespkan oleh
wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) taima (gabul)
olen calon suami yang dilaksanakan di hadapan daiesi.s
Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ahmadlak sah
nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang g&#yyid Sabiq,
1980: 7).

c. Abdullah Siddik (1983 : 25), menyatakan :
“Perkawinan adalah pertalian yang sah antaraaegdelaki dengan
seorang perempuan yang hidup bersama (bersetutarh)yaing
tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan ke&uru serta
mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa”.

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasakdbutkan
bahwa :
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antararaeg laki-laki dan
seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujgambentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”.

e. O.S. Eoh (1996 :28), menyatakan :
“Perkawinan adalah suatu hidup bersama dariasg laki-laki dan
seorang perempuan yang memenuhi Syarat-syarat t@nmsuk
dalam peraturan-peraturan tersebut”.
Dari bermacam-macam definisi pengertian perkawidiaatas, dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa pengertian perkawinan padernmya adalah sama yaitu
perkawinan merupakan suatu perjanjian dalam masyfientara seorang pria

dengan seorang wanita untuk membentuk suatu ruamgga, menurut keluarga



yang bahagia dan kekal berdasarkan peraturan yenhkb bagi masyarakat dan
negara.

Didalam Agama Islam juga mengharuskan adanya pguset bersama
sepenuhnya antara kedua belah pihak tentang pelagms perkawinan. Jadi
dengan demikian ketentuan tentang persetujuan teataslebih dulu, sehingga
apabila seorang laki-laki dan perempuan telah paksg untuk melangsungkan
perkawinan itu berarti mereka telah taat kepadaritean yang telah berlaku. Di
dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974fidisi&an mengenai
tujuan dari dilangsungkannya suatu perkawinan,uyaierkawinan memiliki
tujuan :

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
Tujuan utama suatu perkawinan adalah untuk menmgierkéturunan,
maka keluarga yang bahagia erat kaitannya dengamuken. Dengan
adanya suatu perkawinan yang sah maka akan memipeanbk yang
sah sehingga kehidupan suami isteri dalam rumalgganakan
memperoleh ketenangan, ketentraman dan kebahadjaékn dalam
penyambung keturunan maupun anak merupakan taligikzn

kelangsungan hidup berumah tangga.

2. Untuk memenuhi naluri sebagai manusia.
Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangamyadaki-laki
dan perempuan, sudah merupakan suatu kodrat dag Bancipta
dimana keduanya saling menimbulkan daya tarik sktogan yang
lainnya sehingga timbul suatu keinginan untuk hidapsama dan saling

mencintai serta mengasihi satu sama lain.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
Salah satu faktor yang dapat menyebabkan manusibtd terjerumus
dalam perbuatan kejahatan dan kerusakan adalataqénbawa nafsu
yang tidak dapat dikendalikan. Bila manusia tidakat mengendalikan

hawa nafsu maka mereka akan cenderung mencaridapdangan cara



tidak sah dan mencari jalan yang tidak halal, sgfanrmanusia kadang-

kadang lupa menilai mana yang baik dan mana yangbu

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga.
Rumah tangga merupakan suatu landasan pertamaardidalatu
komunitas masyarakat yang besar, atas dasar kacindan kasih
sayang, didalam suatu perkawinan yang terbentukndauatu ikatan

yang kokoh dan teguh untuk membentuk keluarga baluzag kekal.

5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rgj@kg halal dan
memperbesar rasa tanggung jawab.
Dalam kitab suci Al Qur'an dan Hadist yang berhgam dengan
perkawinan antara lain :
Surat AR Rum ayat 21, terjemahannya adsgalagai berikut :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Diacip&éakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supayarkacenderung
dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nyantdiraanu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang iaerntik
benar-benar terdapat tanda-tanda ( kekuasaan Abalgi kaum
yang berpikir”.

Sabda Rasulullah mengenai perkawinan antara lain :

a. “Hai kaum pemuda, apabila diantara kalian kuagak kawin,
hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasakimenjaga
mata...... ” (Muttafaq alaih).

b. “Nikah itu adalah sunahku, maka barang siapa@ yatak mau

mengikuti sunahku, dia bukan ummatku” (H.R. lbnujaha.

2.1.2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.

Didalam suatu perkawinan, agar perkawinan terselpat dikatakan sah,
maka perkawinan tersebut harus memenuhi rukun yhmatsperkawinan. Antara
rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaarmdakengertiannya. Yang
dimaksud dengan rukun adalah hakikat perkawinanoleh karena itu rukun
perkawinan harus ada, sebab perkawinan tidak mondikaksanakan apabila

rukunnya tidak dipenuhi. Sedangkan syarat tidaknasuk didalam hakikat
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perkawinan itu sendiri. Jadi kalau salah satu rugarkawinan tidak terpenuhi

maka perkawinan tersebut tidak sah.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah sébagéut :

1. Mempelai Laki-laki dan Perempuan.

Adapun syarat — syarat yang harus dipenuhaadal

a. Telah baligh, selain ditentukan oleh umur masiaging pihak juga

kematangan jiwanya;

b. Berakal sehat;

c. Tidak karena paksaan;

d. Wanita yang hendak dinikahi tersebut buleamasuk wanita yang haram
dinikahi.

2. Adanya Wali.

Wali adalah penguasaan penuh yang dibeoleinagama kepada seorang

untuk menguasai dan melindungi orang atau baramigpén syarat-syarat

untuk menjadi wali adalah :

a.

Orang mukallaf atau baligh;

b. Muslim;

c. Berakal sehat;
d.

e. Adil.

Laki-laki;

Dalam Islam ada tiga golongan wali yaitu :

a.

Wali Muijjbir, ialah wali yang mempunyai wewenang untuk memaksa
seorang gadis untuk melaksanakan pernikahan walagpugadis
tersebut tidak menghendakinya, tidak suka. Misalragah, kakek,
menurut tertib urutan-urutan garis lurus keatas.

Wali nasab ialah wali yang dapat mengesahkan nikah tetagamu
wali mujjbir misalnya paraashabah (wali dari saudara pengantin
wanita pancer pria ).

Wali hakim dapat penghulu. Karena permohonan dari wanita yang
akan nikah. Wali hakim juga dapat terjadi biali mujjbir menolak

untuk memberikan persetujuan (ijin) dilansungkaniah.



11

Urutan — urutan yang berhak mengawinkan wanita atali adalah

sebagai berikut :

a.
b.

C.

Ayah;

Ayah dari ayah (Kakek) dan seterusnya keatas;

Saudara kandung pria, kalau terdiri dari beberapag maka yang
utama menjadi wali adalah yang mengerti hukum agataa yang
tertua. Bila saudara kandung pria yang seibu sedyizhitu tidak ada
maka barulah si ayah;

Anak pria dari saudara pria yang seibu seayah, ihilgidak ada
barulah seayah;

Saudara pria dari ayah yang seibu seayah, kalak @dla barulah
seayah;

Anak pria dari paman, didahulukan dari yang sedmyah, baru yang
seayah;

Paman dari ayah (adik kakek);

Anak pria dari paman dari ayah (adik kakek);

Paman dari kakek dan anak pria dari paman darik<ake

Urutan-urutan tersebut haruslah tertib artinya kalautan pertama

tidak ada atau tidak memenuhi syarat barulah ditunjrutan kedua dan

seterusnya.

3. Adanya Dua Orang Saksi.

Untuk menjadi saksi harus memenuhi syarat — syarat

a.
b.

C.

Orang mukallaf;

Muslim;

Saksi harus mengerti dan mendengar perkataaan katpan yang
diucapkan pada waktu akad nikah;

Saksi harus hadir;

Saksi yang hadir minimum 2 orang;
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4. Adanya Akad Nikah.

Akad nikah adalah perjanjian antara wali dari mdaipganita dengan

mempelai pria didepan 2 orang saksi yang telah mahiepersyaratan

menurut syariah. Perjanjian ini diucapkan denganggenakan kata-kata ijab

gabul. ljab adalah perkataan yang dikatakan oleh dari pihak wanita

sedangkan gabul adalah jawaban dari mempelai Adapun syarat — syarat

dari akad nikah adalah sebagai berikut:

a.

Akad nikah harus diucapkan dengan lisan;

b. Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis;

c. Antara ijab kabul tidak boleh diselingi perbuatatau kata-kata lain;
d.
e

. Masing-masing pihak harus mendengar dan memaharkatpan atau

ljab gabul tidak boleh digantungkan pada suatuagyar

isyarat-isyarat yang diucapkan oleh masing-masihg@kpdiwaktu akad
nikah.

Suatu perkawinan dapat tidak sah apabila akad nyeahidak dilakukan

dengan ketentuasyariat yaitu misalnya ijab gabul tidak dijawab oleh menapel

pria, ijab gabul diiringi oleh perkataan lain aferkataan yang kurang tepat dan

tegas yang ditujukan kepada pria. Suatu perkawitzgoat dikatakan sah apabila

perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan Huglam dan ketentuan Undang

— Undangan Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Ada 3 syarat bagi sahnya perkawinan yaitu

1.

3.

Tidak boleh adanya suatu perjanjian yang menunjukerkawinan itu

hanya pada waktu yang terbatas.

. Tidak boleh ada hal-hal yang dapat menjadikan périan itu baik dari

hubungan keluarga maupun segi agama yang menjatdikamgan untuk
melangsungkan perkawinan.

Perkawinan harus bersifat umum dan disiarkan.

Menurut Undang — Undang Perkawinan Nomor 1 Tah@@4dalam pasal 2

disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilaksamanenurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurutgtaran perundang-undangan

yang berlaku.
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Jadi disini perkawinan hanya dapat dilakukan menmikum masing-masing

agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu tidalsahila perkawinan tersebut

dilakukan dengan agama dan kepercayaaan yang laedagdperkawinan harus

dicatatkan agar kelangsungan perkawinan ini dagastterjaga dan perkawinan

serta keturunannya dapat diakui oleh masyarakapumaaleh negara.

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun p83dl 6 berbunyi:

1.
2.

3.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan caamelai.
Untuk melangsukan perkawinan seseorang belum man2ap(dua
puluh satu) harus mendapat ijin kedua orang tua.

Dalam hal ialah seorang dari kedua orang tua mgaindunia atau
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendakrgka ijin
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dasngr tua yang
masih hidup atau dari orang tua yang mampu mengatak
kehendakknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal duniai atalam
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya fnjia
diperoleh dari wali, orang yang memilihara atauukeja yang
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunars lkaatas
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan daggtatakan
kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orangdigetgut dalam
ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seoedag lebih diantara
mereka tidak menyatakan pendapatnya maka Pengaddéam
daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaggan
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapatberdmn ijin
terlebih dahulu mendengar dalam ayat (2), (3) dapgsal ini.
Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayap#Sgl ini berlaku
sepanjang hukum masing — masing agamanya dan lgperc itu
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menurut Hukum Islam rukun perkawinan harus diperainena apabila syarat

tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tersebunyadakan tidak sah, sebab

syarat merupakan penentu sah tidaknya suatu per&awi

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun p83dl 7 berbunyi :

1.

2.

Perkawinan harus diijinkan jika pihak pria sudamoapai umur 19
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16ntahu

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ipatdaeminta
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain gaagjuk oleh
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

. Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedog tua

tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undargga dalam
hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasatléngan tidak
mengurangi apa yang dimaksud pasal 6 ayat 6.
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2.2 Perwakilan
2.2.1 Definisi Perwakilan.

Al-Wakalah atau Al-Wikalah bermakna At-Tafwidh (penyerahan =
pendelegasian = pemberian mandat). Seperti perkayaag artinya: “Aku
serahkan urusanku kepada Allah SWT”. Kata ini dakam untuk pengertiafl-
Hifzhu seperti dalam Firman Allah SWT yang artinya: “CulalpAllah sebagai
penolong kami dan Dia sebaik-baik Pemelihara”.

Yang dimaksudkan disini adalah pelimpahan kekuasaleh seseorang
kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilka&l-Wakalah adalah
termasuk akad, karena itu tidak sah tanpa memeerokunannya, berupa ijab
dan gabul. DidalanwWakalahtidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akarpieta
ia sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjh&kén, baik berupa ucapan
maupun perbuatan.

Secara umum dalam mengadakan akad boleh diwakikargna hal ini
dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan mesyta Para ahli fikih
berpendapat bahwa setiap akad yang boleh dilakakaim orangnya sendiri,
berarti pula diwakilkan kepada orang lain sepeaikad jual beli, sewa menyewa,
penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dad &in yang memang boleh
diwakilkan. Dalam hadist ini menerangkan tentangnga wakil yang bertindak
atas nama kedua belah pihak.

“Dari Ummu Habibah salah seorang yang ikut hijrehHabsyi,

ia dikawinkan oleh Raja Negus dengan Rasulullatiapal pada

waktu itu perempuannya berada di Negeri Raja” (FABu

Daud)”.
Dan pernah pula Umar Bin Ummayah Adh-Dhomari bdekn sebagai wakil
Rasulullah, dalam suatu perkawinan Rasulullah. AdafRaja Negus yang
bertindak sebagai wali dalam pernikahan Rasulutiahbeliau sendirilah yang

memberi mahar kepada perempuan tersebut (Ummu &tgbib
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2.2.2 Syarat dan Berakhirnya Perwakilan

Syarat — syarat khusus untuk yang mewakili, seyp@rat-syarat khusus
berkenaan dengan hal yang diwakili atau tempat qidtan (Sayyid Sabiq,
1980:7) :

1. Syarat-syarat yang mewakilkan.

Bahwa syarat yang mewakilkan adalah bahwa ia adadahilik yang
dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakilkan. isikaukan sebagai pemilik
yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah, rsiepeang gila dan anak
kecil yang belum dapat membedakan. Salah satukdduanya tidak dapat
mewakilkan yang lainnya, karena keduanya telahl&egan pemilikan, ia

tidak mewakili hak.

2. Syarat — syarat yang mewakili.
Dan disyaratkan pada orang yang mewaldingrberakal, tidak termasuk
orang gila atau idiot, atau anak kecil yang tidagat membedakan maka tidak

sah.

3. Syarat — syarat untuk hal yang diwakilkan.
Disyaratkan pada hal yang diwakilkanuékkal fi adalah bahwa ia
diketahui oleh orang yang mewakili atau tidak daketi ia buruk laku.
Kecuali jika diserahkan penuh oleh orang yang dkelaki, dan disyaratkan

pula bahwa hal itu dapat diwakilkan.

Para Fugaha meletakkan kedisiplinan untuk hal ybaokeh diwakilkan.
Mereka mengatakan: “Semua akad yang boleh diakasiadiri oleh manusia,
boleh pula diwakilkan kepada orang lain”. Adaputitie yang boleh diwakilkan
adalah semua pekerjaan yang tidak ada campur tgpegamkilan karena tujuan
dari pada hal-hal ini adalab tila danikhtibar (cobaan dan ujian) yang tidak

terkena sasarannya dengan perbuatan orang lain.
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Menurut Figih Islam (Sayyid Sabiq, 1980 : 7) adhdrapa akad perwakilan
berakhir, antara lain:

1. Matinya salah seorang dari yang akad, atau megjkdkarena salah
satu syarat perwakilan adalah hidup dan berakabhbAgp terjadi
kematian, atau gila berarti syarat sahnya menidalk tada.

2. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksudkan dalam aidtan,
karena jika telah berhenti, dalam keadaan ini pkitam tidak
mempunyai makna lagi.

3. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap vesdalipun
yang bersangkutan belum tahu (menurut Asy Sya#ii tlambali).
Para pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa wsagieorang
wakil mengetahui pemutusan. Sebelum ia mengetahiuitn maka
tindakannya tidak ubahnya seperti sebelum diputysiatuk segala
hukumnya.

4. Wakil memutuskan sendiri, tidak diperlukan orangganewakilkan
mengetahui pemutusan dirinya atau tidak diperlukahadirannya.
Menurut pengikut mazhab Hanafi mensyaratkan yamgikian, agar
tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (bahaya).

Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akadi-tianya. Dalam
akad pernikahan, wakil hanya sekedar pembuka jdRntidak mempunyai
kekuasaan akad, tidak dapat diminta mahar, tidglatddisuruh menyuruh istri
agar patuh kepada suaminya atau sebaliknya. Kaawmenjadi wakil dari
perempuan dan tidak dapat menerima tangan maharsdami tanpa ijin
perempuannya sebab hanya dengan ijin perempuard&il dapat menerima
tangan mahar. Jadi, wakil habis tugasnya sebadadl delam suatu perkawinan
sesudah akad nikah selesai. Namun bila wakil meanjamahar yang belum
diterima perempuan karena belum diberikan olehncglengantin pria, maka

“wakil” tetap bertanggung jawab sebagai penjamin.



17

2.3 Prosedur Pelaksanaan Perkawinan.
2.3.1 Macam-Macam Hukum Pelaksanaan Perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang diperintaith@h Allah Yang
Maha Kuasa dan merupakan suatu anugerah yang watjilx disyukuri. Semua
manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasarieiptakannya laki-laki dan
perempuan merupakan suatu tanda-tanda keseruadbigja.karena itu sudah
menjadi kodrat bagi manusia untuk hidup berpasasgipgan didalam suatu
bahtera perkawinan. Sebagian besar ulama berpdrupaa hukum perkawinan
adalah mubah pada asalnya dan berdasarkan illdda m&um perkawinan dapat
berubah — ubah sesuai dengan kondisi si pelaku.

Adapun berikut ini adalah macam-macam hulpetaksanaan perkawinan
(Sayyid Sabiqg, 1980:6):

1. Perkawinan sunnah.

Perkawinan hukumnya sunnah apabila seseorang tdiéitedn cukup baik
dalam segi materi maupun mentalnya maka seserasgbtg sunnah
untuk melakukan perkawinan maka dia mendapat palaalapabila tidak
melangsungkan perkawinan maka tidak apa-apa.

2. Perkawinan Wajib.

Perkawinan wajib apabila seseorang dilihat darii segteri maupun
mental kejiwaan telah cukup dan sangat mendesakk Wawin. Karena
apabila tidak kawin dikhawatirkan akan terjerumwepdda perzinaan,
maka atasnya diwajibkan untuk kawin dan apabilaktiimaka akan
berdosa.

3. Perkawinan Makrubh.

Perkawinan makruh apabila seseorang dilihat degi $isiknya telah
mencukupi tetapi dari segi materi / pekerjaan belaencukupi, maka
disini makruh baginya untuk melangsungkan perkamwinkarena hal
tersebut akan menyengsarakan istri dan anak-anal@sfaingga disini
apabila dia melangsungkan perkawinan tidak apa-dp&pi tidak

melangsungkan perkawinan maka akan mendapat pahala.
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4. Perkawinan Haram.
Perkawinan haram hukumnya apabila seseorang yaag mlelakukan
perkawinan memiliki niat hanya untuk menyakiti darengolok-olok,
serta memiliki niat untuk membalas dendam, atakgvénan tersebut
dapat mengakibatkan menderitanya salah satu pihaka haram baginya

untuk melangsungkan perkawinan.

2.3.2 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tah@rd disebutkan
bahwa:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan updang-
undangan yang berlaku. Maksud pencatatan perkawacatah
sebagai alat bukti, dimana perkawinan tersebuttaticeebagai
peristiwva penting dalam kehidupan seorang sebagatus
peristiwa hukum”.

Mengenai tata cara perkawinan tersebut diatur ddP@muran Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 sampai dengan pasal ddpuk tata cara
perkawinan meliputi beberapa tahap yaitu (O. S, BoH., M.S, 1996:99) :

1. Tahap Pemberitahuan.

Seseorang yang akan melangsungkan suatu perkaweas terlebih
dahulu memberitahukan kehendaknya tersebut kepadawRi Pencatat
nikah, talak, dan rujuk bagi orang Islam. Sedangkagi orang selain
Islam harus memberitahukan kepada Kantor Catafah Si
Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisaopona tertulis. Dalam
pemberitahuan secara tertulis harus dikemukakaamlgang sah memuat
nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, dgatémdiaman calon
mempelai.

Sedangkan jangka waktu pemberitahuan paling laradatah 10 hari

sebelum perkawinan dilaksanakan.

2. Tahap Penelitian.
Tahap penelitian merupakan tahapan yang harukudlda oleh Pegawai
Pencatat Nikah, setelah pihak yang akan melakukarkawinan
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memberitahukan niatnya. Penelitian tersebut bexkait dengan

kelengkapan dan persyaratan perkawinan.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197%alpé& ayat (2)

menerangkan tentang hal-hal yang harus ditelith gjegawai pencatat
perkawinan adalah sebagai berikut :

. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir #&dua calon mempelai,
atau surat keterangan yang menyatakan umur danusigalcalon

mempelai yang diberikan oleh kepada desa / lurah.

. Keterangan mengenai nama, agama, dan kepercaya#arjgan dan
tempat tinggal orang tua calon mempelai.

. ljin tertulis / ijin Pengadilan apabila calon mergiebelum mencapai
umur 21 tahun.

. ljin dari Pengadilan dalam hal calon mempelai duakorang suami yang
mempunyai istri.

. Dispensasi Pengadilan atau pejabat setingkatnya.

Untuk perkawinan kedua kali harus melampirkan sugahatian suami
atau istri yang terdahulu, atau dalam hal percerdiarus dilampirkan
surat keterangan penceraian.

. ljin dari menteri Hankam / pangab apabila salalu sdau kedua calon
mempelai adalah Angkatan Bersenjata.

. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang dsalidkeh Pegawai
Pencatat, apabila salah seorang calon mempelaiuakga tidak dapat
hadir sendiri karena suatu alasan yang pentingnggaiharus di wakilkan

kepada orang lain.

. Tahap Pengumuman.

Setelah tahap pemberitahuan dan tahap penelélah terpenuhi, maka
pegawai pencatat nikah kemudian melakukan pengumuerdang akan
dilangsungkannya perkawinan. Pengumuman tersebiiiemtek surat
yang di tempelkan pada suatu tempat yang sudahtuki#n dan mudah

dibaca umum.
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Maksud dari pengumuman ini adalah, agar masyatakam tahu bahwa
akan dilaksanakan suatu perkawinan. Dan apabila katieratan dan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang&a perkawinan

tersebut dapat dibatalkan.

4. Tahap Pencatatan.
Tahap pencatatan merupakan tahap setelah dilagigeumya pernikahan.
Dimana kedua calon mempelai harus menandatangami pekkawinan.
Selain ditandatangani oleh dua orang saksi danwsgsang menghadiri
perkawinan tersebut. Sedangkan menurut Hukum Islki® perkawinan

tersebut harus ditandatangani oleh wali nikah.

Hal-hal tersebut diatas merupakan tahapan yangshditalui oleh calon
mempelai apabila akan melangsungkan pernikahaan&dragi setiap orang yang
akan melangsungkan perkawinan maka diharuskan méme@ersyaratan dan
peraturan tentang perkawinan, hal ini agar perkawitersebut tercatat secara
resmi dan sah, baik menurut Hukum Islam maupun imugemerintat{lampiran
1-12).



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Status Hukum Perkawinan Yang Akad Nikahnya Tid& dihadiri Salah
satu Pihak Dalam Akad Nikah Menurut Hukum Islam Dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 TaBud,1lmenyatakan
bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang malkarbakibat hukum. Oleh
karena itu, suatu perkawinan haruslah memenuhiuskdteria yang telah
ditentukan secara sah di dalam ketentuan perundgiagigngan. Selain sebagai
perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum pénka juga merupakan
suatu perbuatan ibadah yang di dalam pelaksanaamuyslah sesuai dengan
ketentuan agama dan kepercayaannya masing-madeigk&ena itu perkawinan
haruslah memenuhi ketentuan yang telah diukur aidalagama dan
kepercayaannya, karena apabila ketentuan agamd telgpenuhi maka
perkawinan tersebut telah sah, namun apabila keterketentuan agama tidak
terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah bagkumt agama maupun
menurut hukum

Berdasarkan Undang - Undang Perkawinan Nomor 1urmah974,
perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, olen&adtu harus sah secara
hukum. Ketentuan-ketentuan tentang sahnya perkawitiaur dalam pasal 2
yang bunyinya sebagai berikut :

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilaksamanenurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurutgteran perundang-undangan

yang berlaku.

Dalam pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa tidak aikapinan di luar hukum

masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingig® gerkawinan yang

dilakukan di luar ketentuan agama dan kepercayaarsgalah tidak sah.

Sedangkan pada asal 2 ayat (2) ditegaskan bahydiafa perkawinan harus

dicatat dan didaftarkan sebagai tindakan admititrang telah ditentukan oleh

hukum.

21
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Dengan demikian perkawinan itu terdiri dari duaaglyaitu :

1. Tahap Perkawinan menjadi sah.

2. Tahap Perkawinan menjadi resmi dan tercatat.
Perkawinan yang sah belum tentu resmi tercatat) éd@mpi suatu perkawinan
yang resmi dan tercatat sudah merupakan sebuaavgagn yang sah.

Berdasarkan ketentuan Hukum Islam, yaitu suatu guérkan dapat
dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut telamenghi rukun dan syarat
sahnya perkawinan, yang dimaksudkan dengan ruftatala unsur pokok dalam
setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupaiam pelengkap. Adapun
rukun nikah berdasarkan hukum Islam ada 4 (emjgaiy yneliputi :
1. Adanya Mempelai.

Mempelai yang dimaksudkan disini yaitu adanyanpelai laki-laki dan

perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.
a. Syarat sah calon suami :

1. Bukanmuhrim baikmuhrim nasabsususan atau perkawinan;

2. Beragama Islam;

3. Tidak sedang menjalank#mwam atauumrah

4. Tidak beristri lebih dari 4 orang;

5. Tertentu orangnya.

b. Syarat sah calon isteri.

1. Bukanmuhrim baikmuhrim nasabsususan atau perkawinan;
Beragama Islam;
Bukan isteri orang;
Tidak dalam madadah;

Tertentu orangnya.

ok 0D

2. Adanya Wali.

Wali merupakan penguasaan penuh yang ddoerideh agama kepada
seorang untuk menguasai dan melindungi oranglaeang. Adapun syarat-
syarat untuk menjadi wali adalah :

a. Orang mukallaf atau baligh;

b. Muslim;
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c. Berakal sehat;
d. Laki-laki;
e. Adil.

Dalam islam ada tiga golongan wali yaitu :

1.

Wali Mujjbir, ialah wali yang mempunyai wewenang untuk memaksa

seorang gadis untuk melaksanakan pernikahan walagpugadis

tersebut tidak menghendakinya, tidak suka. Misalragah, kakek,

menurut tertib urutan-urutan garis lurus keatas.

Wali nasapialah wali yang dapat mengesahkan nikah tetagatu
wali mujjbir misalnya paraashabah (wali dari saudara pengantin

wanita pancer pria ).

3. Wali hakimdapat penghulu. Karena permohonan dari wanita géag

nikah. Wali hakim juga dapat terjadi bigali mujjbir menolak untuk

memberikan persetujuan (ijin) dilansungkanya nikah.

Urutan — urutan yang berhak mengawinkan wanita atali adalah

sebagai berikut :

a.
b.

C.

Ayah;
Ayah dari ayah (Kakek) dan seterusnya keatas;

Saudara kandung pria, kalau terdiri dari beberapag maka yang
utama menjadi wali adalah yang mengerti hukum agataa yang
tertua. Bila saudara kandung pria yang seibu sedyjkhitu tidak ada
maka barulah si ayah;
Anak pria dari saudara pria yang seibu seayah, ihilaidak ada
barulah seayah;
Saudara pria dari ayah yang seibu seayah, kalak &dia barulah
seayabh;
Anak pria dari paman, didahulukan dari yang sedmyah, baru yang
seayabh;

Paman dari ayah (adik kakek);
Anak pria dari paman dari ayah (adik kakek);

Paman dari kakek dan anak pria dari paman darikkake
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Urutan-urutan tersebut haruslah tertib artinya kalautan pertama tidak

ada atau tidak memenuhi syarat barulah ditunjutanrkedua dan seterusnya.

3. Adanya Dua Orang Saksi.

Untuk menjadi saksi harus memenuhi syarat — syarat

a.
b.

C.

Orang mukallaf;

Muslim;

Saksi harus mengerti dan mendengar perkataaan katpan yang
diucapkan pada waktu akad nikah;

Saksi harus hadir;

Saksi yang hadir minimum 2 orang;

4. Adanya Akad Nikah.

Akad nikah adalah perjanjian antara wali dari mdapwanita dengan

mempelai pria didepan 2 orang saksi yang telah mahmeersyaratan menurut

syariah. Perjanjian ini diucapkan dengan menggun&kta-kata ijab gabul. ljab

adalah perkataan yang dikatakan oleh wali darikpivanita sedangkan gabul

adalah jawaban dari mempelai pria.

Adapun akad Nikah Yang tidak dihadiri oleh salaliusgihak yang

digantikan dengan perwakilan oleh orang lain, makang yang mewakilkan

harus benar-nenar mempunyai alasan-alasan yang woiatk mewakilkan

akadnya itu, antara lain :

1. Adanya Tugas Negara.

2.

Tugas Negara yang tidak mengenal waktu sangatgskailn kita dapati

pada pekerjaan Angkatan Bersenjata dimana merekapuorg/ai misi

dan visi untuk membela negara dalam segala hassitdan kondisi yang
dirasa membutuhkan tenaga mereka, dalam hal ikiaR&ran mereka
dapatlah diwakilkan apabila telah mendapatkan pgsem dari pihak
calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Adanya Kepentingan Yang Mendesak.

Kepentingan yang mendesak juga dapat mewakilkamikzdrannya
pada orang yang telah ditunjuk dan dipercayai, réigp&da Lampiran 15
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dimana salah satu pihak (Calon Suami Rita) memi#pentingan yang
tidak dapat ditinggalkan untuk misi sosial sebd@gikoterapis di Hope
California yang sewaktu-waktu membutuhkan keteréangenaganya.
3. Adanya Hemat Waktu dan Biaya.
Dapat dilihat pada lampiran 17 bahwa ketidakhadzalon mempelai
tersebut sangatlah masuk akal dan dapat dilakugbonas pernikahan
dengan mewakilkan kepada orang lain yang dipercaghab selain
perjalanan yang cukup lama untuk kembali ke temagat hanya untuk
melangsungkan sebuah pernikahan beberapa sadt [(aat waktu),
mereka juga memikirkan biaya yang cukup banyakkuohgkos pulang
(tidak hemat biaya), dan terutama mereka mempuaigaan yang kuat
untuk mempertahankan sebuah pekerjaan di Negamak&ena visa
mereka yang sudah habis masa berlakunya.
4. Adanya Faktor Alam.

Faktor alam yang tidak menentu dan tidak bisa digsg seperti
bencana Banjir maupun Bencana alam lainnya yangbumensalah satu
pihak calon mempelai tidak dapat menghadiri akddhhmya sendiri
karena selain waktu yang kurang beberapa hari dglalangsungan
pernikannya dan dapat pula akan mengancam keselarsatah satu
calon mempelai apabila dipaksakan untuk hadir dad&ad nikah, hal
inilah merupakan salah satu juga alasan pernikalzgoat diwakilkan

kepada seseorang yang dipercaya.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, 1995:44 menyatakanvzidi dalam hukum
Islam mempunyai syarat dan rukun perkawinan yasghditkan antara lain :

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon penganperempuan,
sedangkan diantara keduannya harus ada persetyang bebas.
persyaratan ini didasarkan kepada pemikiran yasgpmal logis, bahwa
tidaklah dapat dikatakan adanya perkawinan bilayhada laki-laki saja
atau perempuan saja. Atau tidaklah dinamakan pénkawandai kata
kedua-duanya perempuan atau keduanya laki-laki. s8gdangkan

persetujuan yang bebas diantara keduanya calorapémgtu didasarkan
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kepada hadist Rasulullah yang diriwayatkan olehnimakhmad, Abu
Daud, Ibnu Majah dan Al Daruguthiny, dimana seoravanita telah
mengadu kepada Rasulullah itu, bahwa dia telahkalian oleh
bapaknya dengan seorang muslim tetapi dia tidakuseDleh Rasulullah
itu ditanyakan apakah wanita itu mau meneruskakapenannya atau
mau dibatalkan.

Disamping itu, calon pengantin laki-laki itu harjetas laki-lakinya, dan

calon pengantin wanita itu harus jelas wanitanya.

. Harus ada dua saksi yang beragama Islam, lakiAddkiil Baligh dan adil
(Tidak berdosa besar). Secara kongrit / tegas nmamggaksi ini tidak
diatur dalam Al-Quran, tetapi berdasarkan analQia$) dapat ditasfirkan
dari Al-Quran surah Al Bagarah (11;282) yang mengattentang
Muamalah dan AL-Quran Surah At-Talag ayat 2 (Q.LXV;yang
mengatur tentang kesaksian mengenai talak. Disamfinberdasarkan
hadist Rasulullah yang bersumber dari Siti Aisyahdiriwayatkan oleh

Imam Ahkmad dan An-Nasa’i.

. Harus ada wali dari calon pengantin wanita menumaizhab Syafii
bersumber hukum Al-Quran Surah An Nur (XXIV ayatf) 3&n Hadist
Rasulullah bersumber dari Siti Aisyah ra. Diriwdgat oleh Imam
Ahkmad dan An-Nasa’i, tetapi menurut mazhab Imanmu Adanifah
(Hanafi), wali itu tidak merupakan syarat akad hikkecuali kalau yang
akan menikah itu anak perempuan yang masih dibawal (belumAkhil

Baligh).

. Kewajiban membayamahar (Mas Kawin) dari pihak pengantin laki-laki
kepada pengantin wanita Al Quran Surah An NisséV(@. jo. IV;25 jo
Hadist Umar), mengenai jumlahnya tidak merupakasatad, sedikit atau
banyak tergantung pada kemampuan calon pengarkidakk yang
bersangkutan, dan persetujuan dari pengantin per@mBilamana tidak

ada betul dapat hanya berupa dua pasang terompals&ja.
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5. Dari inprestasi analogiQias dan tafsiran secara sistematis Al-Quran
surah Al Bagarah (11.282) jo. Al-Quran Surah An $4s(1V;21), dapat
disimpulkan bahwa perkawinan itu disamping harssakbikan oleh dua
orang saksi, harus dicatat dituliskan dengatibun bil" adil (Khatab /
Penulis yang adil diantara kamu).

Al Quran Surah Al Baqgarah (Q.ll;282), mengatur fméma kamu
bermuamalah (Perjanjian dagang, jual beli, utangapg) dalam waktu
yang tertentu (lama), maka hendaklah kamu hadidkenorang saksi laki-
laki dan tuliskanlah dengan penulis yang adil.

Al Quran Surah An Nissa (Q.1V;21), mengatur, perkeam itu adalah
suatu perjanjian yang suci kuat dan kokatitéaagan ghaliizhan
Transaksi perdagangan berupa jual beli, utang mgutaaja harus
dituliskan, betapa lagi perjanjian perkawinan yaogi kuat dan kokoh
dan mempunyai akibat hukum yang luas turun temueunadap anak-

anak dan kewarisan.

6. Harus ada pengucapaS8igha) "ljab Qabul” antar kedua pengantin itu.
ljab artinya penawaran dari calon pengantin wabisanya menurut
mazhab syafii dilakukan oleh walinya sedangkan Qahbuinya
penerimaan nikah itu oleh calon pengantin pria, anedsmilah antara
wanita yang mengucapkankrar (Lafaz) ijab dengan pria yang

mengucapkan lafaz Qabul itu menjadi pasangan siséeni

7. Namun untuk memformulering secara resmi ljab danbuQaitu
diperlakukan suatu lembaga lain lagi yai@limah dani’lanun nikah
artinya diadakan pesta dan pengumuman nikah. Pamgm dan
pendaftaran itu penting dan perlu untuk menghindkibat hukum yang
timbul dari perkawinan di bawah tangan itu dalaraungan dengan pihak
ketiga, misalnya tentang sahnya anak, wali nikahtaing waris mawaris
(kewarisan). Bahwa pengumuman dan pendaftaran éntiqy bagi
kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hutagh masyarakat
demikian juga baik suami maupun isteri tidak demmkisaja dapat
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mengingkari perjanjian perkawinan yang suci tersetian tidak dengan
mudah menjatuhkan talak sesuai dengan ané@igs) Al-Quran surah Al
Bagarah ayat 282. apalagi bila dihubungkan dengadahg-Undang
Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 he&lfib4, jo.Pasal
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang merupgken sebagian
besar ulama Islam, dan demi kemaslahatan umat Istdiri patutlah
bahkan wajib ditaati.

Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akadi-kkanya. Dalam
akad pernikahan, wakil hanya sekedar pembuka j&aidak mempunyai kuasa
akad, tidak dapat dimintamahar, tidak dapat disuruh menyuruh isteri agar patuh
kepada suami atau sebaliknya. Kalau ia menjadilveki perempuan dan tidak
dapat menerima tangan mahar dari suami tanpa gir{(pgrempuannya) sebab
hanya dengan ijin perempuanlah wakil dapat menetamgan mahar. Jadi, wakil
habis tugasnya sebagia wakil dalam suatu perkavseandah akad nikah selesai
(Sayyid Sabig, 1980:35)

Dalam penjelasan diatas menyatakan suatu perkawdiagat dikatakan
dengan sah apabila suatu perkawinan telah memenkbn dan syarat baik
menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor Aumal974 Tentang

Perkawinan.

3.2 Akibat Hukum Ketidak Hadiran Salah Satu Pihak Menurut Hukum
Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentanBerkawinan.
Rukun pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-lakin ggerempuan dengan

persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluatgeena perasaan ridha dan

setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihehgin mata, karena itu harus
ada perlambangan yang tegas untuk menunjukan kenmaeagadakan ikatan
bersuami-isteri. Perlambangan itu diuraikan denigta-kata oleh kedua belah
pihak dalam satu akad. Akad nikah merupakan sathrakun perkawinan yang
diucapkan dalam suatu perkataan ijab dan gabuWd. d@dalah perkataan yang
diucapkan oleh wali nikah, sedangkan gabul adadabalpan persetujuan dari

mempelai pria atau wakilnya.
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Dalam perkawinan dapat dikatakan dengan sah apsab#dtu perkawinan

telah memenuhi rukun dan syarat baik menurut Hukslam maupun Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, madiliki akibat hukum
yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Mohd. IdR&mulyo, S.H., M.H,
1996:49) :

X\

Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bangesenang

antara suami isteri tersebut.

2. Mahar (Mas Kawin) yang diberikan menjadi milik sang iste

3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteuami menjadi

Kepala Rumah Tangga dan Isteri menjadi Ibu Rumstyda

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu mengnak-anak yang
sah.

Timbul Kewajiban suami untuk membiayai dan mendatiak-anak dan
isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama

Berhak saling waris mewarisi antara suami isten daak-anak dengan
orang tua.

Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan sémen

8. Bapak berhak menjadi wali Nikah bagi anak Perempyzn

9. Bila diantara suami atau isteri meninggal salalursat, maka yang

lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-dan hartanya.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akin#tum pada suami-

isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagdduieri

1.

Kedua belah pihak suddamyiz.
Bila salah satu pihak ada yang gila atau masihl kisei belum tamyiz
(membedakan benar dan salah), maka pernikahartalasah.

. ljab Qabulnya dalam satu majelis.

Ketika mengucapkan ljab Qabul tidak boleh diselidghgan kata-kata
lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingag yaenghalangi
peristiwa ijab dan gabul, tetapi dalam ljab Qalék ada syarat harus

langsung bagaimana majelisnya berjalan lama daraijab Qabul ada
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tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacata {abul, maka
tetap dianggap dalam satu majelis.
Bilamana salah seorang dari pasangan pengantik éida tetapi tetap
mau melanjutkan akad nikahnya, maka wajiblah ia gimen wakilnya
atau menulis surat kepada pihak lainnya memintkdd nikahkan, dan
pihak yang lain ini jlka memang mau menerima hetatakdia
menghadirkan saksi dan membacakan isi suratnyadkepereka, atau
menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksidepada
mereka di dalam majelis bahwa akad nikahnya telkahimianya dengan
demikian Qabulnya dianggap masih dalam satu majelis

3. Hendaklah ucapan Qabul tidak menyalahi ucapan ljab.
Ucapan Qabul tidak boleh menyalahi ucapan ijab &edwlau lebih
baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkagrnyataan
persetujuan lebih tegas.

4. Para pihak harus mengerti Pernyataan Pihak Lain.
Para pihak yang melakukan akad harus dapat mend@nggernyataan
masing-masing dengan kalimat yang maksudnya mewatarjadinya
pelaksanaan akad nikah sekalipun kata-katanya adg tidak dapat

dipahami, karena yang dipertimbangkan disini adedaksud dan niat.

Secara umum dalam mengadakan Akad boleh diwakilkarena hal ini
dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan melsya Para ahli Figih
sependapat bahwa setiap akad yang boleh dilaku&arocangnya sendiri, berarti
boleh pula diwakilkan kepada orang lain sepertkad\jual beli, sewa menyewa,
penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai daad d&in yang boleh
diwakilkan. Dahulu Nabi SAW, dapat menjadi atatpleean sebagai wakil dalam
akad Perkawinan sahabatnya. Abud Daud Meriwayatlkan Ugbah bin Amir,
yang artinya :

" Bahwa Nabi SAW Bersabda Kepada salah seorangbastya :
"Maukah aku nikahkan engkau dengan perempuan daw&bnya :
‘'ya'. Dan Nabi bersabda pula kepada seorang Peeampiaukah
kamu aku nikahkan, dengan laki-laki anu?’.Jawabiyg. Lalu
Nabi nikahkan Perempuan tadi dengan laki-laki textteKemudian
digaulinya, padahal maharnya belum dipenuhi danormbeliberinya
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sesuatu. Laki-laki ini salah seorang pejudtgdaibiyah, dan siaa

yang ikut dalam perangudaibiyahia mendapat pembagian tanah di

Khaibar. Dan ketika laki-laki ini datang ajalnya maka ierkata :

‘Rasulullah  sesungguhnya telah mengawinkan aku ateng

Perempuan anu. Tetapi maharnya belum saya bayadarbelum

saya beri apa-apa. Tetapi saya bersaksi dihadegran kahwa aku

berikan kepadanya sebagian mahar, bagian darikarditkhaibar

itu”. Kemudian perempuan tadi mengambil sebagiantdaahnya

dan menjualnya seharga 100.000 (seratus ribu)”.

Dalam hadist ini menerangkan tentang sahnya walkilgybertindak atas nama
kedua belah pihak.

Pengangkatan wakil dianggap sah terhadap lakiyakig sehat akalnya,
dewasa, muslim dan merdeka. Ini karena ia dianggagpurna kesanggupannya.
Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia Iserknangawinkan dirinya
sendiri dan orang lain. Dan setiap orang yang dbpdiuat demikian, maka ia
dianggap sah mengangkat orang lain bertindak mdéwdikinya. Adapun jika
seseorang hilang atau kurang kesanggupannya umntuknaka ia tidak berhak
mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinyadig seperti : orang gila,
anak-anak, budak dan orang yang kurang akal. Sgb@aimgan ini tidak dapat
bertindak untuk mengawinkan dirinya sendiri.

Para ahli Figih saling berbeda pendapat tentangtidaknya perempuan
yang telah dewasa mengangkat wakilnya untuk memd@nidirinya. Perbedaan
pendapat mengenai akad perkawinan yang dilakukeim wbkil yang diangkat
oleh perempuan yang telah dewasa dan berakal aghlah sebagai berikut :

Abu Hanifah : Sah sebagaimana halnya dengan liki-lsarena perempuan
berhak mengadakan akadnya sendiri. Dan selamarielbenengadakan akad,
maka adalah menjadi hak pula baginya untuk menganglang lain bertindak
mewakili dirinya.

Jumhur Ulama : Hanya bagi walinya, yang berhak kumelakukan akad atas
namanya, tanpa melalui penunjukan sebagai wakilsgéalipun sudah tentu
dengan mengingat adanya keridhaan perempuan sppepgilasan yang lampau.
Tetapi sebagian ulama Syafiiyah membedakan amtgah dan datuk di satu

pihak dan wali-wali lainnya di pihak yang lain.
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Dalam Peraturan Menteri agama Nomor 3 Tahun 19¢a jisebutkan
bahwa(Lampiran 18):

N

2

3.

Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir aggktu akad nikah
disebabkan keadaan memaksa maka ia dapat diwdddili @rang lain
(Pasal 25 ayat 2).

Wakil itu dikuatkan dengan surat kuasa yang disahddeh pegawai
pencatatan nikah yang dahulu memeriksa atau olelaggan Negara
Republik Indonesia setempat, apabila calon suaemi atakil nikah
berada di Luar negeri (Pasal 25 ayat 3)

Apabila waktu akad nikah suami mewakilkan Qabulddgporang lain
makata’lik talak diucapkan oleh suami di waktu lain di muka pegawai
pencatatan nikah tempat akad nikah dilangsungkasu ayang

mewilayahi tempat tinggalnya (Pasal 26 ayat 2).

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tah8W5 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jsghutkan bahwa :

1.

2.

Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang dasablkeh pegawai
pencatatan, apabila salah seorang mempelai atalatkgal tidak dapat
hadir sendiri karena suatu alasan yang pentingnggdé mewakilkan

kepada orang lain (Pasal 6 ayat 2 Huruf h).

Akte perkawinan memuat : "........... nama, umuiarag / kepercayaan,
pekerjaan, dan tempat kediaman kuasa apabila pewdvdilakukan

melalui seorang Kuasa (Pasal 12 ayat 2 Huruf )).

Berdasarkan keterangan dalil-dalil di atas dantpeaa yang berlaku di

Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan sebagé#uter

1.

2.

Perkawinan melalui wakil tidak meragukan apabilsedai pemberian
kuasa yang diserahkan oleh pejabat yang berwenang.

Setelah dipelajari pelaksanaan nikah secara pilinsiaka dapat
disimpulkan perkawinan semacam ini tidak mengandBgphat

(keraguan) karena semua syarat dan rukun telabénienp
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3. Mengenai persoalan perkawinan harus dalam satu limajelah
memenuhi persyaratan yang mana perkawinan melalkil wianggap
terjadi dalam satu majelis.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah kburadi atas maka

perkawinan melalui wakil tidak bertentangan denketentuan yang berlaku baik

menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tdla#4.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, mekalip dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. a.

Ketidakhadiran salah satu pihak calon netanpetap dilakukan ljab
Qabul melalui seseorang wakil dengan pengangkadag gilakukan
melalui surat kuasa baik secara otentik maupun aivabh tangan
dengan persetujuan Pejabat yang berwenang, meHukum Islam
perkawinan melalui wakil adalah sah selama memenuikin dan
Syarat perkawinan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor Auial974 setiap
perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan agam&epercayaan
masing-masing dan tiap perkawinan haruslah dicatatknenurut
peraturan yang berlaku, adapun prosedur perkawmgiputi 4 tahap

yaitu tahap pemberitahuan, penelitian, pengumuraarpéncatatan.

2. Perkawinan dikatakan sah apabila suatu peneawitelah memenuhi

rukun dan syarat baik menurut Hukum Islam maupurddg-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka menaikibat hukum

yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.

o oD

Menjadi halal melakukan hubungan seksual.

Mas Kawin yang diberikan menjadi milik isteri.

Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri

Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadalyang sah.
Timbul Kewajiban suami untuk membiayai dan mendidikak dan
isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama

Berhak saling waris mewarisi antara suami isten daak dengan
orang tua.

Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan seéaen

8. Bapak berhak menjadi wali Nikah bagi anak Perempyzn

Bila diantara suami atau isteri meninggal salalursat, maka yang

lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap af@ak hartanya.

34



4.2 Saran.

Saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan demgateri yang
diangkat dalam penulisan skripsi ini, adalah seidagyakut :

1. Hendaklah kita sebagai masyarakat dapat midger memahami tentang
kriteria suatu perkawinan yang dapat dinyatakanbsalh menurut Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwkepdangan
zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatupalandalam
perkembangan hukum, sehingga munculnya permasalpBgdawinan
melalui wakil akibat dari pesatnya perkembangan arardan tuntutan

kebutuhan hidup.

2. Hendaklah para penegak hukum dapat berlakwliadidlam melaksanakan

Penegakan hukum terkait dengan perkawinan melalkil w
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